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ABSTRAK

Dalam pembuatan tugas akhir ini, tujuannya adalah untuk menerapkan ilmu yang
diperoleh selama tiga tahun di perkuliahan dan untuk lebih mengembangkan ilmu
dan pemahaman yang diperoleh. Hasil dalam penelitian ini menyatakan
Kementerian Koperasi dan UKM merupakan unit kerja di lingkungan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya melakukan
pemeriksaan. Tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di
masyarakat, pertanggungjawaban perjalanan dinas dan diatur oleh Peraturan
Perjalanan Dinas Menteri Keuangan KEMENKOP menggunakan metode at cost
untuk pembayaran, terutama dalam menghitung perjalanan dinas. Pemberitahuan
tanggung jawab perjalanan dinas dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari
setelah berakhirnya perjalanan dinas, dengan menyusun dokumen pembukuan yang
terdiri dari SPD lembar ke-2.

Kata Kunci : Prosedur, Perjalanan Dinas, Pengajuan, Pertanggungjawaban

vii



IN THE MINISTRY OF COOPERATIONS AND SMEs IN THE
MICRO BUSINESS SECTOR
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ABSTRACT

In making this final project, the aim is to apply the knowledge gained during three
years in college and to further develop the knowledge and understanding gained.
The results in this study stated that the Ministry of Cooperatives and SMEs is a
work unit within the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia whose
main task is to carry out inspections. Concerning the management and
responsibility of state finances in the community, accountability for official travel
and regulated by the Minister of Finance's Official Travel Regulations
KEMENKOP uses the at cost method for payment, especially in calculating official
travel. Notification of official travel responsibilities is carried out no later than 5
(five) days after the end of the official trip, by compiling bookkeeping documents
consisting of the 2nd sheet of SPD..

Keywords : Procedure, Business Travel, Submission, Accountability

viii



